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PEDOMAN WAWANCARA 

 

Indikator Informan Kunci 
Informan 

Pendukung 

Informan 

Pegawai PUPR 

K
o
m

u
n

ik
a
si

 (
C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

) 

Bagaimana koordinasi 

yang dilakukan oleh 

BKO dengan seluruh 

pegawai PUPR dalam 

pelaksanaan sistem e–

HRM? 

Bagaimana 

Bapak/Ibu dapat 

mengetahui 

informasi terkait 

pengoperasian e–

HRM? 

Bagaimana 

Ibu/Bapak dapat 

mengetahui 

informasi terkait 

pengoperasian e–

HRM? 

Apakah BKO 

melakukan 

sosialisasi? Jika iya, 

apakah sosialisasi 

tersebut dilakukan 

secara berkala? 

Apakah BKO 

melakukan 

sosialisasi? Jika 

iya, apakah 

sosialisasi 

tersebut 

dilakukan secara 

berkala? 

Apakah BKO 

melakukan 

sosialisasi terkait 

pengoperasian 

sistem e–HRM? 

Dalam penerapan 

sistem e–HRM 

tersebut, apakah BKO 

telah memberikan 

sosialisasi yang baik, 

sehingga pegawai 

PUPR mendapat 

informasi yang 

dibutuhkan? 

Apakah 

sosialisasi 

dilakukan secara 

berkala? 

Apakah 

sosialisasi 

dilakukan secara 

berkala? 

Bagaimana pegawai 

PUPR dapat 

mengetahui informasi 

terkait pengoperasian 

e–HRM terlebih jika 

adanya penambahan 

fitur–fitur baru di 

dalam aplikasi 

tersebut? 
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Apakah dalam 

penerapan sistem e–

HRM tersebut 

terdapat Juklak dan 

Juknis? 

Bagaimana 

kejelasan dalam 

pemberian 

informasi oleh 

BKO terkait 

pengoperasian 

sistem e–HRM? 

Bagaimana 

kejelasan dalam 

pemberian 

informasi oleh 

BKO terkait 

pengoperasian 

sistem e–HRM? 

Bagaimana 

konsistensi sikap 

implementor dalam 

penerapan sistem e–

HRM?? 

  

S
u

m
b

er
 d

a
y
a
 (

R
es

o
u

rc
e)

 

Apakah ada pelatihan 

untuk pengelola 

kepegawaian? 

Apakah ada 

pelatihan untuk 

pengelola 

kepegawaian? 

 

Apakah seluruh 

pegawai dan pejabat 

yang berwenang telah 

mengetahui dasar 

hukum yang 

digunakan dalam 

penerapan sistem e–

HRM tersebut? 

Apakah 

Bapak/Ibu 

mengetahui Dasar 

Hukum yang 

digunakan dalam 

penerapan sistem 

e–HRM? 

Apakah 

Bapak/Ibu 

mengetahui Dasar 

Hukum yang 

digunakan dalam 

penerapan sistem 

e–HRM? 

Bagaiamana kesiapan 

para pegawai PUPR 

dalam penerapan 

sistem e–HRM? 

  

Apakah sarana dan 

prasarana dalam 

penerapan sistem e–

HRM memadai? 

  

 Bagaimana 

tampilan menu 

untuk verifikator 

dan pegawai pada 

sistem e–HRM, 

apakah sama atau 

berbeda? 
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Apa kendala yang 

dihadapi oleh BKO 

pada awal penerapan 

sistem e–HRM? 

Kendala apa yang 

Bapak/Ibu 

rasakan dalam 

pengoperasian 

sistem e–HRM? 

Kendala apa yang 

Bapak/Ibu 

rasakan dalam 

pengoperasian 

sistem e–HRM? 

 Jika terjadi 

masalah sistem 

ataupun teknis, 

apa yang 

Bapak/Ibu 

lakukan? 

Jika terjadi 

masalah sistem 

ataupun teknis, 

apa yang 

Bapak/Ibu 

lakukan? 

D
is

p
o
si

si
 (

D
is

p
o
si

ti
o
n

) 

Siapa saja 

implementor yang 

terlibat dalam 

penerepan sistem e–

HRM? 

  

Bagaimana respon 

implementor atas 

penerapan sistem e–

HRM? 

  

Bagaimana 

konsistensi sikap 

implementor terhadap 

penerapan sistem e–

HRM? 

  

Apakah ada levelnya 

untuk pengelola 

kepegawaian? 

  

Apa wewenang dari 

verifikator 1–3 dan 

administrator? 

  

S
tr

u
k

tu
r 

B
ir

o
k

ra
si

 

(B
u

re
a
u

cr
a
ti

c 
 S

tr
u

ct
u

re
) Apakah dalam 

penerapan sistem e–

HRM ada Standar 

Operasional Prosedur 

(SOP)? 

Apakah dalam 

penerapan sistem 

e–HRM ada 

Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP)? 

Apakah dalam 

penerapan sistem 

e–HRM ada 

Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP)? 

Apakah penerapan 

sistem e–HRM telah 

terlaksana sesuai 
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dengan Peraturan 

Menteri PUPR Nomor 

22/PRT/2017 tentang 

sistem pengelolaan 

kepegawaian secara 

elektronik? 

Tantangan apa saja 

yang dihadapi dalam 

penerapan sistem e–

HRM? 

  

Apa saja faktor 

pendukung dan 

penghambat dari 

penerapan sistem e–

HRM tersebut? 
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TRANSKRIP WAWANCARA 

 

Informan Kunci 

Nama  : Norman Wiguna, S.T., M.M.T.  

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda 

Tempat : Kantor Pusat Kementerian PUPR 

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022  

 

Keterangan : 

P : Pewawancara atau Martiningsih 

N : Narasumber atau Pak Norman  

 Wawancara Mendalam 

P Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah Bapak berikan, baik untuk 

pertanyaan pertama, apa tujuan dari penerapan sistem e–HRM? 

N Tujuan dari e–HRM intinya hanya mempermudah proses administrasi 

kepegawaian, baik itu dari sisi si pegawainya dalam mengusulkan 

kelengkapan data, maupun dari sisi operator (pengelola kepegawaian) 

untuk menyelesaikan prosesnya 

P Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh BKO dengan pegawai PUPR 

agar penerapan sistem e–HRM ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan? 
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N Sebenarnya koordinasinya lebih banyak ke pengelolanya, kan dia yang 

operasional administrasi kan, si pegawai harusnya sebenarnya sih ideal nya 

dia berjalan secara otomatis gitu, jadi ketika pegawai naik pangkat 

harusnya berjalan dengan sendirinya, pegawai hanya tau bahwa mereka 

naik pangkat gitu,  jadi kalo soal koordinasi lebih banyak kepada pengelola. 

P Jadi untuk pengelola kepegawaian ada pelatihannya ya Pak? 

N Ada pelatihannya, mungkin kita biasanya ada kayak sosialisasi, ada bimtek, 

ada workshop untuk penggunaan e–HRM itu ada. 

P Apakah sosialisasi tersebut dilakukan secara berkala? 

N Iya sosialisasi dilakukan secara berkala, hampir setahun mungkin 3x, itu 

kita lakukan sekalian dengan rekonsiliasi data, nah itu biasanya di situ juga 

dikasih tau cara penggunannya gimana, kita review ulang. 

P Bagaimana pegawai PUPR dapat mengetahui informasi terkait 

pengoperasian e–HRM, terlebih jika adanya penambahan fitur–fitur baru di 

dalam sistem e–HRM tersebut?  

N Ya, kita ada beberapa kegiatan ya, yang pertama tadi ada sosialisasi dalam 

bentuk tatap muka, yang kedua juga kita ada buku–buku panduan seperti 

ini, ada buku yang kita bagikan dalam format pdf ataupun fisik berupa 

buku juga ada. 

P Buku panduan itu tersedia di dalam sistem e–HRM ngga Pak? 

N Ada, ada tata caranya, cara penggunaannya ada 

P Dalam penerapan sistem e–HRM ini, apakah BKO memberikan sosialisasi 

yang baik, sehingga pegawai PUPR mendapat informasi yang dibutuhkan? 
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N Nah tadi kalo baik ukurannya apa, kan kita sebenarnya yang bilang itu baik 

harusnya sih pegawainya kan konsumennya, tapi kalo dari sisi kami itu 

sudah optimal, artinya kami udah keliling per area Barat, Timur, Tengah, 

per Balai juga sudah pernah kami lakukan 

P Oh jadi itu sosialisasi nya per Area ya Pak, ngga langsung semua gitu? 

N Iya per Wilayah, susah kalo semua karena keterbatasan, kan setiap area 

juga punya karakteristik pegawai yang berbeda gitu, jadi memang 

seharusnya per Wilayah sih biar dapet semua. 

P Kalo kendala yang dihadapi BKO pada awal penerapan sistem e–HRM ini 

apa ya Pak? 

N Awal penerapan ya sebenarnya susah nya itu karena, kelengkapan data 

ngga ada, jadi memang dari kami kan e–HRM sebenarnya itu bukan suatu 

hal yang tiba–tiba baru ada gitu tapi sebelumnya juga ada sistem aplikasi 

kepegawaian namanya Simka, di sana kami udah naro data tuh,  nah begitu 

kami terapkan ke e–HRM, e–HRM kan tidak hanya sekadar tempat 

penyimpanan data, tapi bagaimana tadi caranya kami bisa memproses 

kepegawaian itu langsung di aplikasi, itu butuh banyak dokumen, artinya 

butuh kelengkapan data yang di aplikasi tuh masih kosong, jadi kami input 

ulang gitu kan, ketika input ulang artinya ada kerjaan tambahan tuh untuk 

pengelola kepegawaian nah itu juga perlu waktu untuk bisa secara sukarela 

si operator pegawai tadi meng upload datanya, ketika operator upload data 

tidak sanggup kita juga butuh peran pegawai, pegawai juga kalo bisa sih 

update sendiri, upload sendiri, jadi meringankan tugas operator, jadi 
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datanya lebih lengkap, datanya lebih cepat, mungkin lama nya justru tadi 

ya pembiasaan yag tadinya manual ke otomatis itu perlu waktu. 

P Kalo penerapan sistem e–HRM ini ada SOP nya ngga Pak? 

N Ada Peraturan Menteri nya, aturannya ada tentang cara pengoperasiannya 

juga ada, kalo Standar Operasional Prosedur (SOP) nya sendiri sih kami 

lebih ke proses itu nya gambaran kerjanya ada, SOP nya kami pakai itu 

skemanya. 

P Apakah seluruh pegawai dan pejabat yang berwenang telah mengetahui 

Dasar Hukum yang digunakan dalam penerapan sistem e–HRM tersebut? 

N Harusnya sudah, karena kan itu sudah ada aturannya Permen PUPR. 

P Apakah penerapan sistem e–HRM telah terlaksana sesuai dengan Peraturan 

Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2017 tentang sistem pengelolaan 

kepegawaian secara elektronik di Kementerian PUPR? 

N Udah sih udah berjalan ya, di Peraturan Menteri itu kan disebutkan tentang 

data apa aja yang ada di e–HRM, lalu bagaimana cara pemeliharaan 

datanya, bagaimana cara update data, semuanya sudah diatur di situ dan 

sudah dilaksanakan, jadi pegawai itu nginput sendiri ngupload sendiri nanti 

diperiksa oleh verifikator berjenjang ya, baru nanti jadi data yang valid 

yang bisa kami pakai. 

P Bagaimana kesiapan para pegawai PUPR dalam penerapan sistem e–HRM? 

N Kesiapannya sih, jadi kalo kami ini kan pegawainya beragam ya, dari sisi 

pendidikan juga beragam, dari sisi kemampuan komputer juga beragam, 

kalo yang sudah terbiasa dengan komputer biasanya dia ngga ada kendala, 
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tapi kalo yang awam komputer ada kendala, nah di situ peran dari operator 

tuh membantu, nah itu sudah dilakukan juga, jadi sebenarnya kendala–

kendala itu pasti ada, cuma dibantu sama operatornya lah. 

P Biasanya yang usianya sudah lanjut gitu ya Pak? 

N Ngga harus juga sih, karena kan kesibukan yang pertama, misalnya 

kesibukan nya orang lapangan nih masih muda, cuma kan dia ngga melulu 

merhatiin data kepegawaian kan, nantinya itu dibantu sama operatornya, 

dipandu lah. 

P Kalo misalkan ada pegawai yang belum memasukan data, biasanya BKO 

mengingatkan gitu ngga? 

N Kami ngingetin nya lewat operatornya, jadi di e–HRM kan ada monitoring 

kelengkapan data itu kelihatan sebenernya, ada dashboard nya. 

P Apakah sarana dan prasarana dalam penerapan sistem e–HRM sudah 

memadai? 

N Sarana dan prasarana penerapan e–HRM sih sudah memadai, mulai dari 

infrastruktur sudah nyiapin aplikasi nya juga sudah ada. 

P Apakah dalam penerapan sistem e–HRM tersebut terdapat Juklak dan 

Juknis nya? 

N Petunjuk Teknis paling ya buku panduan itu tadi. 

P Siapa saja implementor yang terlibat dalam penerapan sistem e–HRM?  

N Ya intinya sih semua pegawai terlibat di situ, karena pada prisipnya kan si 

e–HRM itu kan sebenarnya mendekatkan kepegawaian kepada si 

pegawainya sendiri karena pada intinya sebenarnya yang tau datanya pasti 
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lebih tau si pegawainya kan, makannya kan kami minta pegawai terlibat 

aktif, jadi pegawai terlibat, terus yang kedua data–data yang diupload oleh 

pegawai itu perlu divalidasi, artinya ada keterlibatan dari pihak TU nya, TU 

kepegawaian di masing–masing unit kerja, yang ketiga ada lagi secara 

berjenjang misalkan di Biro Kepegawaian atasnya kan Sekretariat Jenderal, 

di Sekjen pun ada petugas pemeriksa data, sampai nanti pimpinan pun ada 

terlibat untuk melihat sejauh mana sih data itu lengkap, bagaimana 

komposisi pegawai itu kan dilhat nanti oleh pimpinan, mungkin memang 

nanti pimpinan tidak melihat kelengkapan data ya, tetapi melihat postur 

pegawai kami tuh seperti apa sih, nah itu kan data yang diinput dari level 

pegawai, diperiksa oleh operator, sampai nanti bisa terlihat di dalam 

dashboard pimpinan, artinya semuanya terlibat.  

P Untuk operatornya itu ada level–levelnya gitu ngga sih Pak? 

N Ada, untuk level–level ada level 1, level 2, dan level 3. 

P Kalo BKO ini termasuk ke level berapa? 

N BKO level 3. 

P Bagaimana respon implementor terhadap penerapan sistem e–HRM ini? 

N Respon implementor bagus, karena kan mereka terbantu dengan 

ketersediaan data yang ada, memang disatu sisi untuk menyediakan data 

yang lengkap butuh effort yang lebih, karena dia harus input lebih banyak, 

tetapi ketika temen–temen “oh iya datanya udah ada” itu jadi meringankan 

tugas mereka. 
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P Bagaiamana konsistensi sikap implementor dalam penerapan sistem e–

HRM ini? 

N Sejauh ini sih bagus ya, karena kan jadi terasa lebih mudah, yang awalnya 

berat lama–lama semakin kesini mereka jadi terbiasa, sudah membiasakan 

diri untuk melengkapi data secara lengkap, data nya ada, dokumennya ada 

yang nantinya akan memudahkan mereka, jadi mereka lebih konsisten 

setelah mereka merasakan manfaatnya tadi. 

P Apa wewenang dari verifikator 1, 2, 3 dan administrator? 

N Wewenang itu sebenarnya sesuai namanya ya “verifikator” dia memeriksa 

data, jadi apa yang diperiksa oleh pegawai diperiksa lagi oleh petugas 

operator data, jadi namanya verifikator, selain itu verifikator juga punya 

tugas untuk proses kepegawaian, misalkan proses kenaikan pangkat, itu 

pasti yang ngusulin dari verifikator 1 nya, di level unit kerja, diusul siapa 

saja yang naik pangkat, e–HRM menyediakan nominasi, yang seharusnya 

naik pangkat itu si A, si B, si C nah nanti dia tinggal memeriksa datanya 

aja, si A datanya lengkap ngga, si B datanya lengkap ngga, itu tugas nya 

verifikator, yang ngelengkapin siapa? A, B, C bisa melengkapi, jadi si 

verifikator hanya memeriksa aja, kalo ok baru dia naik ke level 2 di unor, 

di Direktorat Jenderal, di Ditjen tuh dia ada pemeriksaaan kedua, setelah itu 

masuk ke BKO level 3, periksa lagi periksa ulang, tetapi yang diperiksa itu 

beda–beda, tidak periksa seluruhnya ya, periksa yang dokumen wajibnya, 

setelah itu selesai dikirim ke BKN, jadi yang V 1, 2, 3 tuh lebih ke 

pemrosesan dan pemeriksaan tapi sifatnya berjenjang, sedangkan 
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administrator itu lebih ke pemeliharaan sistem, jadi tidak terlibat di 

transaksi proses kepegawaian.  

P Tantangan apa saja yang dihadapi dalam penerapan sistem e–HRM ini? 

N Tantangan penerapan e–HRM tuh lebih ke awareness pegawai ya 

sebenarnya, bagaimana pegawai itu bisa secara sadar ya menggunakan e–

HRM, dia bisa melihat datanya seperti apa lalu yang kurang nya apa, terus 

dilengkapi sendiri, jadi tidak perlu menunggu diingatkan, harusnya cek, 

misalnya saya baru naik pangkat, cek e–HRM saya sudah naik pangkat 

belum ya, karena sebenarnya semua operator sudah berjalan di sini yang 

bersangkutan hanya tinggal periksa ulang, itu tadi yang awareness tadi 

yang kami harus terus tingkatkan jadi tantangannya di situ. 

P Apa saja faktor pndukung dan penghambat dari penerapan sistem e–HRM? 

N Faktor pendukungnya itu, satu karena memang sudah zaman nya, teknologi 

juga sudah ada, itu dari sisi teknologi, kalo dari sisi organisasinya 

bagaimana, nah itu sudah menuntut itu, pimpinan sudah meminta harus 

lebih cepat, transparan, dan harus lebih valid datanya, jadi memang 

dukungan dari organisasi sudah mendukung, teknologi juga sudah ada jadi 

sudah support semua, tinggal kami jalanin aja, sedangkan untuk 

hambatannya itu tadi ya pembiasaan budaya, transformasi yang tadinya 

manual menjadi elektronik itu butuh waktu, kesadaran akan kelengkapan 

data yang harus selalu ditingkatkan, mungkin itu aja sih hambatannya.  
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Informan Utama 

Nama  : Rizki Gutama, S.E 

Jabatan : Auditor ahli Pertama 

Tempat : Kantor Pusat Kementerian PUPR  

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022 

 

Keterangan 

P : Pewawancara atau Martiningsih 

N : Narasumber atau Pak Tama 

 Wawancara Mendalam 

P Apakah dalam penerapan sistem e–HRM ini BKO melakukan sosialisasi? 

N Iya banyak, sampai ada Peraturan Menterinya juga tertera di e–HRM 

P Apakah sosialisasi yang diberikan secara berkala? 

N Iya, tapi bukan sosialisasi yang secara berkala, awal–awal iya memang 

sosialisasi dilakukan secara berkala, tapi kalo sekarang lebih ke surat 

edaran untuk pemuktahiran data aja. 

P Sebagai verifikator 2 ada pelatihannya ngga Pak? 

N Ada workshop nya waktu awal 

P Bagaimana kejelasan dalam pemberian informasi oleh BKO terkait 

pengoperasian sistem e–HRM ini?  
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N Ya di workshop itu kan jadinya trial and error ya, jadi pasti ya jelas di situ 

ya karena langsung praktek dan kalo selalu sekarang kalo memang ada 

fitur–fitur baru di e–HRM pasti BKO menyampaikan via WhatsApp 

Group, jadi memang kan kami punya WhatsApp Group untuk pengelola 

kepegawaian sama untuk urusan kenaikan pangkat biasanya ada tambahan 

baru atau fitur baru di e–HRM pasti akan dikomunikasikan di situ. 

P Apakah Pak Tama mengetahui Dasar Hukum yang digunakan dalam 

penerapan sistem e–HRM? 

N Ada, sebentar saya cari, jadi semuanya materi–materi maupun tutorial– 

tutorial ada semua dan ditempel di PERMEN ini, jadi untuk yang baru 

CPNS kami hanya tinggal memberikan ini aja. 

P Kendala apa yang Pak Tama rasakan dalam pengoperasian sistem e–HRM?  

N Sejauh ini ngga ada sih kendala, paling di sini kami kalo ada verifikator ada 

masukan atau apa kami suka menghubungi BKO, ada yang bisa difasilitasi, 

sekarang ini monitoring kenaikan pangkat sama pegawai yang diusulkan 

tuh udah bisa kelihatan, mereka udah bisa lihat langsung status progress 

mereka, kalo dulu tuh engga, sejauh ini memang jalan lebih baik sih dan 

memang ngga ada kendala Alhamdulillah. 

P Jika terjadi masalah sistem ataupun teknis, apa yang Pak Tama lakukan? 

N Ada kontak nya BKO, biasanya kami koordinasi lewat situ. 

P Apakah dalam penerapan sistem e–HRM ada Standar Operasional Prosedur 

(SOP)? 



 

 

110 
 

N Kalo Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Inspektorat Jenderal nya 

sendiri belum dibakukan lagi belum ada pemuktahiran, tapi kalo dari Biro 

Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dia tertera di Dasar Hukumnya 

yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2017 tapi memang  tidak 

ada flowchartnya. 
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Informan Pendukung (Pegawai PUPR, pengguna e-HRM) 

Nama  : Najmudin, S.Kom 

Jabatan : Pengelola Kepegawaian 

Tempat : Kantor Pusat Kementerian PUPR  

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022 

 

Keterangan 

P : Pewawancara atau Martiningsih 

N : Narasumber atau Pak Adin 

 Wawancara Mendalam 

P Bagaimana Pak Adin dapat mengetahui informasi terkait pengoperasian 

e–HRM? 

N Pengoperasian e–HRM  itu kan banyak jenisnya ya, ada V1, V2, V3 

kalo untuk V2 itu bisa semua menu keluar di situ, kalo V1 terbatas, terus 

ada juga akun untuk pegawai masing–masing. 

P Apakah BKO melakukan sosialisasi terkait pengoperasian sistem e–

HRM? 

N Iya ada dari BKO 

P Apakah sosialisasi dilakukan secara berkala? 

N Secara berkala, hampir rutin setahun kira–kira 2x ada 
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P Sosialisasi yang diberikan itu seperti apa? 

N Pengenalan ada update an terbaru dari menu e–HRM nya, terus mereka 

selalu ngingetin kalo kami harus selalu update data gitu. 

P Bagaimana kejelasan dalam pemberian informasi oleh BKO terkait 

pengoperasian sistem e–HRM? 

N Jelas sih, cuma biasanya kami setelah acara tuh suka japri ke panitianya 

masing–masing lebih enak. 

P Apakah Pak Adin mengetahui Dasar Hukum yang digunakan dalam 

penerapan sistem e–HRM? 

N Wah gatau tuh, belum hapal.  

P Kendala apa yang Pak Adin rasakan dalam pengoperasian sistem e–

HRM?  

N Sejauh ini sih ngga ada kendala banget ya Alhamdulillah. 

P Jika terjadi masalah sistem ataupun teknis, apa yang Pak Adin lakukan? 

N Langsung ke BKO nya ke si pembuat aplikasinya. 

P Apakah dalam penerapan sistem e–HRM ada Standar Operasional 

Prosedur (SOP)? 

N Harusnya sih ada. 
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Informan Pendukung (Pegawai PUPR pengguna e-HRM) 

Nama  : Nopriz Guntur Pratama, A.Md.M.I.D 

Jabatan : Arsiparis Terampil 

Tempat : Kantor Pusat Kementerian PUPR  

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2022 

 

Keterangan 

P : Pewawancara atau Martiningsih 

N : Narasumber atau Pak Guntur  

 Wawancara Mendalam 

P Bagaimana Pak Guntur dapat mengetahui informasi terkait pengoperasian 

e–HRM? 

N Dari sosialisasi, jadi awal kami masuk itu setiap ada CPNS baru masuk 

itu selalu ada sosialisasi dari unit Kepegawaian Pusat atau BKO, nah itu 

dia mensosialisasikan platform e–HRM selama dalam kurun waktu satu 

minggu itu pasti ada.  

P Bagaimana kejelasan dalam pemberian informasi oleh BKO terkait 

pengoperasian sistem e–HRM? 

N Cukup jelas sih kalo untuk penyampaian informasinya, tapi dari kami nya 

butuh waktu sih buat adaptasi sendiri, contohnya kalo e–HRM kan dia 
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personal ya, jadi e–HRM itu waktu awal saya mikirnya tuh e–HRM buat 

apa sekadar profile pegawai aja ada data seni, tenyata engga, e–HRM itu 

sistem kepegawaian yang mencakupnya tuh secara keseluruhan, seperti 

setiap kenaikan pangkat kami menggunakan e–HRM kami upload, 

bahkan untuk hal–hal kecil seperti sertifikasi itu kan output nya ada 

sertifikat–sertifikat workshop gitu jadi itu kami bisa upload juga di e–

HRM, kalo ikut diklat juga kan kami dapat sertifikat kami upload juga di 

e–HRM itu. 

P Apakah Pak Guntur mengetahui Dasar Hukum yang digunakan dalam 

penerapan sistem e–HRM? 

N Dasar Hukumnya saya ngga tahu. 

P Kendala apa yang Bapak/Ibu rasakan dalam pengoperasian sistem e–

HRM?  

N Kendalanya sih paling sistem yang error ya biasanya kadang ngga selalu 

lancar, ngga selalu bisa log in kalo kami mau log in kadang udah merasa 

benar masukin password dan usernamenya tapi salah. 

P Jika terjadi masalah sistem ataupun teknis, apa yang Pak Guntur lakukan? 

N Tunggu aja sampai benar. 

P Apakah dalam penerapan sistem e–HRM ada Standar Operasional 

Prosedur (SOP)? 

N Setahu saya sih ngga ada ya. 
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Informan Utama 2 

Nama  : Suryana Salomi Matakupan, S.ST 

Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia 

Tempat : Kantor Pusat Kementerian PUPR  

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2022 

 

Keterangan 

P : Pewawancara atau Martiningsih 

N : Narasumber atau Mba Nana 

 Wawancara Mendalam 

P Bagaimana Mba Nana dapat mengetahui informasi terkait pengoperasian 

e–HRM? 

N Kalo pengoperasiannya ada buku panduannya sebenarnya, tapi kalo 

realitanya lebih ke sharing sama yang lain sih sama nyari sendiri. 

P Apakah BKO melakukan sosialisasi terkait pengoperasian sistem e–

HRM? 

N Sosialisasi awal ada, tapi sosialisasi awal itu terkait penggunaan sebagai 

pegawai bukan penggunaan sebagai admin atau verifikator itu ngga ada. 

P Berarti ngga ada pelatihan khusus untuk verifikator? 

N Untuk verifikator ngga ada. 
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P Bagaimana kejelasan dalam pemberian informasi oleh BKO terkait 

pengoperasian sistem e–HRM? 

N Paling banyak penjelasan yang diajarin sama BKO itu terkait 

penggunaan kami untuk menyimpan data pribadi sih sebenarnya, seperti 

sertifikat–sertifikat, SK, terus update data pribadi seperti alamat, jadi 

data–data yang sifatnya personal yang memang dibutuhkan sama bagian 

kepegawaian itu tuh diajarin, cuma kalo yang jadi verifikator itu ngga di 

ajarin sama sekali sama mereka, jadi kami learning by doing aja sama 

nanya ke senior atau temen–temen yang lain sih paling. 

P Apakah Mba Nana mengetahui Dasar Hukum yang digunakan dalam 

penerapan sistem e–HRM? 

N Engga tau 

P Kendala apa yang Mba Nana rasakan dalam pengoperasian sistem e–

HRM?  

N Kalo kendala sebagai pengguna sih ngga ada, tapi kalo kendala sebagai 

verifikator itu tadi karena ngga ada panduan untuk verifikator, jadi 

kadang–kadang ada penambahan fitur, tapi tuh kami ngga dikasih tau 

kalo ada penambahan fitur ini, kami bisa make fitur ini loh, tau–tau 

nanti pas ada kegiatan “kenapa ngga memanfaatkan fitur e–HRM” ngga 

ada update soal fitur apa yang ditambah, sama sering nge bug aja 

sistemnya kalo down.  

P Jika terjadi masalah sistem ataupun teknis, apa yang Mba Nana lakukan? 

N Melapor ke BKO  
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P Apakah dalam penerapan sistem e–HRM ada Standar Operasional 

Prosedur (SOP)? 

N Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Biro Kepegawaian, 

Organisasi, dan Tata Laksana ada, tapi kalo SOP dari sini masih 

dikembangkan lagi, karena kan memang harusnya semuanya lewat situ 

kan. 
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Informan Utama 3 

Nama  : Borisma Anastasia Sinaga, S.Ak 

Jabatan : Analis Sumber Daya Manusia 

Tempat : Kantor Pusat Kementerian PUPR  

Hari/Tanggal : Selasa, 29 Desember 2022 

 

Keterangan 

P : Pewawancara atau Martiningsih 

N : Narasumber atau Mba Risma 

 Wawancara Mendalam 

P Bagaimana Mba Risma dapat mengetahui informasi terkait 

pengoperasian e–HRM? 

N Untuk pengoperasiannya itu sebenarnya dari kami awal masuk CPNS 

kami sudah dijelaskan, semacam sosialisasi terkait e–HRM, dijelasin lah 

di situ e–HRM itu apa, gunanya apa, terus kami dari e–HRM itu bisa 

mengetahui data pegawai yang di luar Unit Organisasi, kalo misalnya 

kami mau mengetahui yang berada di SDA kami bisa lihat, tapi kami 

ngga bisa lihat sedetail kalo kami satu unor. 

P Bagaimana kejelasan dalam pemberian informasi oleh BKO terkait 

pengoperasian sistem e–HRM? 
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N Untuk kejelasan sebenarnya jelas, cuma mungkin kurang rutin, jadi 

banyak orang yang lupa atau apa, kalo dari BKO nya jelas sih mereka 

sosialisasi nya, apalagi pas awal masuk CPNS, cuma mungkin karena 

kami awal itu masih CPNS masih buta sama aplikasinya, jadi kami ngga 

punya gambaran, kecuali kalo kami misalnya udah dapet akun nya, udah 

bisa buka–buka, jadi kayak udah langsung keliatan gambarannya, oh 

jadi gini e–HRM itu isinya apa aja gitu, cuma karena ngga ada gambaran 

mungkin jadinya informasi yang disampaikan tidak kami pahami secara 

full gitu. 

P Apakah Mba Risma mengetahui Dasar Hukum yang digunakan dalam 

penerapan sistem e–HRM? 

N Sejujurnya Dasar Hukumnya aku gatau sih, tapi aku percaya segala 

sesuatu yang dibuatkan pasti ada Dasar Hukumnya.  

P Kendala apa yang Mba Risma rasakan dalam pengoperasian sistem e–

HRM?  

N Sebenarnya kan pengguna e–HRM ini kan ada usernya ada verifikator 1, 

2, sama 3. Verifikator 1 biasanya untuk unit kerja, verifikator 2 untuk 

unit organisasi, verifikator 3 itu BKO, mungkin sistemnya belum 

sempurna gitu, misalnya kan aku sebagai verifikator cuti, jadi sistemnya 

cuti itu yang bersangkutan mengajukan lewat e–HRM ke atasan 

langsung, setelah itu ke pejabat yang berwenang memberikan cuti, tugas 

aku sebenarnya memastikan sebelum dia ke pejabat berwenang 

memberikan cuti itu, cutiny itu udah benar, udah sesuai dengan 
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ketentuan, udah melampirkan bukti atau belum, terkadang banyak 

complain dari atasan langsung nya, atasan langsungnya merasa belum 

menerima sms yang didapat, atasan langsung nya menerima sms tetapi 

belum merasa menyetujui cuti tersebut, tau–tau ternyata di pejabat 

pemberi wewenang cuti itu udah disetujui, jadinya lompat gitu, itu kami 

pernah konsultasi ke bagian BKO tetapi mereka ngecek udah sesuai 

alurnya dan ngga ada miss, cuma sampai sekarang itu belum ketemu 

titik masalahnya itu dimana, jadi belum tau penyebabnya, kalo untuk 

yang lain sejauh ini okay sih, kalo misalnya kami upate data diri itu 

update, ngelink juga kan ini e–HRM data semua detail pegawai ya, jadi 

beberapa aplikasi di PUPR itu juga connect nya ke e–HRM, misalnya 

kemarin ngurusin rusun itu cepat kok dia updatenya, cuma tergantung 

pegawainya lagi sih, pegawainya aware ngga ya sama aplikasi ini, 

karena kan ada juga yang sepele sih sebenarnya, misalnya naik jabatan 

dari CPNS ke PNS kan ada SK nya, nah beberapa pegawai itu kayak 

terlalu mengabaikan “ah yaudah yang penting saya terima SK nya” tapi 

sebenarnya e–HRM itu sangat membantu ketika kami butuh, jadi ketika 

kami sudah terima SK nya sebenarnya baiknya itu pegawai ngescan 

terus upload ke e–HRM nya, jadi database nya itu tersimpan, kalo suatu 

saat kami butuh gaperlu cari–cari lagi, cuma itu tadi balik lagi ke 

pegawainya, kadang ke skip ngga aware.  

P Jika terjadi masalah sistem ataupun teknis, apa yang Mba Risma 

lakukan? 
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N Sejauh ini sih aku menghubungi BKO ya, untuk respon nya juga cepet 

sih. 

P Apakah dalam penerapan sistem e–HRM ada Standar Operasional 

Prosedur (SOP)? 

N Untuk SOP kayaknya sih engga ada, tapi angkatan aku waktu itu buat 

buku panduan gitu.  
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Informan Utama 4 

Nama  : Maya Putri Dwianti, S.I.Kom 

Jabatan : Penata Kepegawaian 

Tempat : Kantor Pusat Kementerian PUPR  

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022 

 

Keterangan 

P : Pewawancara atau Martiningsih 

N : Narasumber atau Mba Maya 

 Wawancara Mendalam 

P Bagaimana Mba Maya dapat mengetahui informasi terkait pengoperasian 

e–HRM? 

N Ya melalui sosialisasi yang diberikan oleh BKO serta juga ada buku 

panduan yang bisa didownload. 

P Bagaimana kejelasan dalam pemberian informasi oleh BKO terkait 

pengoperasian sistem e–HRM? 

N Saya rasa sudah cukup jelas ya, karena memang sudah dibuatkan juga 

berupa buku panduannya dan itu step–step nya jelas sih. 

P Apakah Mba Maya mengetahui Dasar Hukum yang digunakan dalam 

penerapan sistem e–HRM? 
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N Jujur saya kurang tau ya, tapi saya tau kalo semua itu dibuat berdasarkan 

Dasar Hukum. 

P Kendala apa yang Mba Maya rasakan dalam pengoperasian sistem e–

HRM?  

N Lebih ke teknis sih, karena kadang untuk beberapa pengusulan proses itu 

seperti penghargaan atau pensiun itu kadang kita di V1 suka masukin data 

tapi suka kayak nyangkut gitu datanya, jadi dibuka di V2 ngga ada, jadi 

kami harus menghubungi langsung ke V3 itu Biro Kepegawaian, lebih ke 

kendala teknis gitu aja sih.  

P Jika terjadi masalah sistem ataupun teknis, apa yang Mba Maya lakukan? 

N Saya coba untuk menghubungi langsung ke V3 yaitu BKO. 

P Apakah dalam penerapan sistem e–HRM ada Standar Operasional Prosedur 

(SOP)? 

N Ada, tapi masih dalam tahap pengembangan terus, karena memang 

sistemnya itu suka ter update. 
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Informan Pegawai PUPR 

Nama  : Fitto Mustika Deny, S.E 

Jabatan : Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Tempat : Kantor Pusat Kementerian PUPR  

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022 

 

Keterangan 

P : Pewawancara atau Martiningsih 

N : Narasumber atau Mba Fitto 

 Wawancara Mendalam 

P Bagaimana Mba Fitto dapat mengetahui informasi terkait pengoperasian 

e–HRM? 

N Dari panduan Biro sih ada. 

P Apakah BKO melakukan sosialisasi terkait pengoperasian e–HRM ini? 

N Kayaknya pernah waktu awal CPNS. 

P Bagaimana kejelasan dalam pemberian informasi oleh BKO terkait 

pengoperasian sistem e–HRM? 

N Jelas sih, cukup mudah. 

P Apakah Mba Fitto mengetahui Dasar Hukum yang digunakan dalam 

penerapan sistem e–HRM? 
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N Iya ada, tapi lupa.  

P Kendala apa yang Bapak/Ibu rasakan dalam pengoperasian sistem e–

HRM?  

N Waktu kemarin saya ngajuin e–Cuti tapi ngga bisa, jadi misalkan saya 

ngajuin cuti hari Senin untuk cuti hari Jum’at nah itu ngga bisa, jadi saya 

harus manual, mungkin itu bisa dijadikan hal yang baru, kalo cuti bisa 

dijadikan backdate.  

P Jika terjadi masalah sistem ataupun teknis, apa yang Mba Fitto lakukan? 

N Sebenarnya tanya ke Kepegawaiannya. 

P Apakah dalam penerapan sistem e–HRM ada Standar Operasional 

Prosedur (SOP)? 

N Kurang tau ya kalo SOP. 
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Informan Pegawai PUPR 

Nama  : Elita Marsanti, S.A  

Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran 

Tempat : Kantor Pusat Kementerian PUPR  

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022 

 

Keterangan 

P : Pewawancara atau Martiningsih 

N : Narasumber atau Mba Elita 

 Wawancara Mendalam 

P Bagaimana Mba Elita dapat mengetahui informasi terkait pengoperasian 

e–HRM? 

N Dulu pernah di sosialisasikan, kebetulan kan aku CPNS baru–baru ini 

pernah disosialisasikan oleh tim dari BKO, terus pas kami diinvite di grup 

WA itu dari Kepegawaian juga ngasih informasi. 

P Bagaimana kejelasan dalam pemberian informasi oleh BKO terkait 

pengoperasian sistem e–HRM? 

N Jelas. 

P Apakah Mba Elita mengetahui Dasar Hukum yang digunakan dalam 

penerapan sistem e–HRM? 
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N Lupa.  

P Kendala apa yang Mba Elita rasakan dalam pengoperasian sistem e–

HRM? 

N Mungkin tuh kadang suka lemot waktu, terus kadang password kami udah 

benar tapi ngga bisa log in, terus pas mau update e–HRM kadang ngga 

bisa. Kalo terkait fitur yang diberikan sudah cukup. 

P Jika terjadi masalah sistem ataupun teknis, apa yang Mba Elita lakukan? 

N Nunggu aja, biasanya kan yang lain ngasih info, ini ngga bisa ya, baru 

nanya ke BKO. 

P Apakah dalam penerapan sistem e–HRM ada Standar Operasional 

Prosedur (SOP)? 

N Kayaknya sih ada. 
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Informan Pegawai PUPR 

Nama  : Anugradia Nela Putri, S.T. 

Jabatan : CPNS Formasi Auditor Ahli Pertama 

Tempat : Kantor Pusat Kementerian PUPR  

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022 

 

Keterangan 

P : Pewawancara atau Martiningsih 

N : Narasumber atau Mba Nela 

 Wawancara Mendalam 

P Bagaimana Mba Nela dapat mengetahui informasi terkait pengoperasian 

e–HRM? 

N Pengoperasian e–HRM dari orientasi waktu CPNS sama waktu 

penggunaannya langsung sih 

P Apakah BKO melakukan sosialisasi terkait pengoperasian sistem e–

HRM? 

N e–HRM ya, kayaknya aku belum pernah ya ikut sosialisasi dari BKO. 

P Bagaimana kejelasan dalam pemberian informasi oleh BKO terkait 

pengoperasian sistem e–HRM? 
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N Belum pernah baca instruksinya sih, tapi kalo buka web nya langsung 

udah lumayan jelas. 

P Apakah Mba Nela mengetahui Dasar Hukum yang digunakan dalam 

penerapan sistem e–HRM? 

N Engga tahu. 

P Kendala apa yang Mba Nela rasakan dalam pengoperasian sistem e–

HRM?  

N Kendalanya ya, sejauh ini belum ada sih dan lumayan membantu sih 

kalo dari e–HRM sendiri terutama buat nyari info data pegawai ya, 

cuma ini dulu pernah kalo nyari data ke Balai kurang lengkap, ngga di 

update, kurang gitu aja. 

P Jika terjadi masalah sistem ataupun teknis, apa yang Mba Nela lakukan? 

N Tunggu sampai bener lagi sih biasanya. 
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Wawancara dengan Pak Adin  Wawancara dengan Pak Guntur 
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Dokumentasi Wawancara dengan Pak Tama 
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Dokumentasi Wawancara dengan Mba Nana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Mba Maya                      Wawancara dengan Mba Risma 
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Dokumentasi Wawancara dengan Mba Fitto 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Mba Nela                         Wawancara dengan Mba Elita 
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